
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6409); 

BUPATI KONAWE UTARA, 
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, maka peraturan 
Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 201 7 ten tang Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu 
diubah dan disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Konawe Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 201 7 ten tang Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN KONAWE UTARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR 32 TAHUN 2023 

BUPATI KONAWE UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 30 TAHUN 
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. 

MEMUTUSKAN: 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4689); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105); 

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985). 



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR T,W 

M. KASIM FAGALA 

Diundangkan di W anggudu 
pada tanggal 8 ~~hA-S 2023 

'1, SEKRETARIS DAERAH 
' KABUPATEN KONAWE UTARA, t' 

~/ 
~ RUKSAMIN 

Ditetapkan di Wanggudu 
pada tanggal ~ ~\)b1\A> 2023 '* BUPATI KONAWE UTARA, l 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Konawe Utara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terdiri dari : 
e. Staf Khusus; 
f. Ajudan; 
g. Kepala Desa. 

Pasal 2 

BAB II 
WAJIB LAPOR 

Ketentuan yang termuat dalam BAB II Pasal 2 dilakukan penambahan yaitu 
pada Huruf e, f, dan g, sehingga berbunyi: 

Pasal I 


